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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 0  TA H U N 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN YANG DIDANAI  DART
DANA DESA TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS
ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. L a t a r  Belakang
Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa
Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya
sesuai dengan priori tas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai perencanaan nasional  d a n  alokasi  t rans fe r  k e  daerah.
Lebih lan ju t  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer k e  Daerah,  memanda tkan  b a h w a  penggunaan D a n a  D e s a  se la in
dipriori taskan u n t u k  mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
pemerintah p u s a t  d a p a t  menentukan  f okus  penggunaan D a n a  Desa set iap
tahunnya sesuai dengan pr ior i tas nasional  yang di tetapkan da lam peraturan
perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke
daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat
menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana
Desa sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2 0 2 4  m e r u p a k a n  m a s a  t r a n s i s i  t e r h a d a p  a r a h  k e b i j a k a n
pemerintahan baru  d imana  pada era pemerintahan baru  terdapat 8 (delapan)
misi asta cita yang salah satu asta cita tersebut yaitu membangun dan i Desa dan
bawah un tuk  pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran
dan i 8  (delapan) a s t a  c i t a  te rsebut  yang  berka i tan  dengan i s u  D a n a  Desa
diantaranya bantuan gizi un tuk  anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus
tubericulosis, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan
lumbung pangan desa, me lan ju tkan  pembangunan in f ras t ruk tu r  Desa, B LT,
serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik un tuk  yang membutuhkan.

Petunjuk t e k n i s  a t a s  f o k u s  penggunaan  D a n a  D e s a  i n i  member i kan
pandangan mengenai penggunaan Dana  Desa agar  selaras dengan pr ior i tas
nasional s e t i a p  t a h u n n y a .  K e s e l a r a s a n  p e n g g u n a a n  t e r s e b u t  a k a n
meningkatkan pencapaian t u j u a n  nas ional .  D e s a  m e m i l i k i  r u a n g  u n t u k
men3rusun p r o g r a m /  kegiatan s e s u a i  d e n g a n  kewenangannya,  me l i ba t kan
partisipasi akt i f  masyarakat dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal
strategis di  Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa
yang diselenggarakan oleh Badan  Permusyawaratan Desa. Pembahasan d a n
kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan yang mel iput i  RPJM Desa, RKP Desa, d a n  APB
Desa. H a s i l  Musyawarah  Desa  wa j i b  d ipedomani  o leh  Kepala  Desa  d a l a m
merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa.
Optimalisasi penggunaan D a n a  Desa yang sesuai  dengan pr ior i tas  nasional
sangat pent ing di laksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.
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Dalam h a l  penentuan fokus  penggunaan Dana  Desa Ta h u n  2025 sesuai
dengan pr ior i tas nasional  te rmuat  da lam Undang-Undang Nomor 62  Ta h u n
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
diantaranya u n t u k  penanganan kemisk inan ekstrem, penguatan Desa yang
adaptif terhadap perubahan i k l im ,  p romos i  d a n  penyediaan layanan dasar
kesehatan, S t u n t i n g ,  K e t a h a n a n  P a n g a n ,  pengembangan  p o t e n s i  d a n
keunggulan Desa, Desa digital, Padat Karya Tunai Desa serta dana operasional
Pemerintah Desa.

B. Tu j u a n
Petunjuk tekn is  a t a s  f o k u s  penggrunaan D a n a  D e s a  Ta h u n  2 0 2 5

bertujuan u n t u k  member ikan a rah  penggunaan D a n a  Desa sesuai  dengan
prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C. S D G s  Desa
Undang-Undang Nomor  6  Ta h u n  2 0 1 4  sebagaimana telah beberapa kal i

diubah t e r a k h i r  dengan  Undang-Undang N o m o r  3  Ta h u n  2 0 2 4  t e n t a n g
Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 6  Ta h u n  2014 tentang Desa
yang se lan ju tnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tu juan
pembangunan Desa adalah meningkarkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan l ingkungan
secara b e r k e l a n j u t a n .  Y a n g  d i r n a k s u d  d e n g a n  b e r k e l a n j u t a n  a d a l a h
pembangunan Desa u n t u k  pemenuhan kebutuhan saat  i n i  d i lakukan tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa d i  masa depan. U n t u k
mengoperasionalkan t u j u a n  pembangunan  D e s a  y a n g  d imanda tkan  o l e h
Undang-Undang Desa, m a k a  penggunaan , Dana Desa d ipr ior i taskan u n t u k
mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 ( tu juh belas) tu juan SDGs Desa
sebagai berikut:
1. D e s a  tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 :  Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 :  Desa tanpa kelaparan.

2. D e s a  ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 :  per tumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 :  in f ras t ruktur  dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar l ingkungan.

3. D e s a  peduli kesehatan
SDGs Desa 3 :  Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 :  Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. D e s a  peduli l ingkungan
SDGs Desa 7 :  Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan ikl im;
SDGs Desa 14: Desa peduli  l ingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli l ingkungan darat.

5. D e s a  peduli pendidikan ,
SDGs Desa 4 :  pendidikan Desa berkualitas.

6. D e s a  ramah perempuan
SDGs Desa 5 :  keterl ibatan perempuan Desa.

7. D e s a  berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan un tuk  pembangunan Desa.

8. D e s a  tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.
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BAB II
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Fokus Penggunaan Dana Desa u n t u k  Penanganan Kemiskinan Ekstrem
melalui BLT Desa
1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan e k s t r e m  merupakan  k o n d i s i  ket idakmampuan d a l a m
memenuhi kebutuhan dasar, ya i t u  kebutuhan makanan, a i r  m inum
bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses
informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses
pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran
2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas,
salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol
persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem
dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:
a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Pemberian BLT Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk
mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
Penetapan keluarga penerima manfaat  d iputuskan bersama d a l a m
Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga misk in  ekstrem.
Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan
berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Mekanisme penetapan
keluarga penerima manfaat sebagai berikut:
a. Proses Pendataan

1) Perangkat Desa menyiapkan da ta  Desa yang mencakup prof i l
penduduk Desa berdasarkan us ia ,  kesejahteraan, pendidikan,
kesehatan, dan disabilitas;

2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin
ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat
Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan

3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dan i tingkat rukun
tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
1) Pemerintah D e s a  menghimpun h a s i l  pendataan d a n  i r u k u n

tetangga, rukun  warga, dan dusun, un tuk  kemudian melakukan
verifikasi se r ta  tabulasi  data.  Da lam proses verif ikasi syara t
penerima BLT Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan

menjadi penerima BLT Desa; dan
b) melakukan verif ikasi s ta tus  kependudukan calon keluarga

penerima manfaat  B LT  Desa berdasarkan data administrasi
kependudukan yang dimil iki  oleh desa atau data dan i dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.

2) j i k a  ditemukan keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang
tidak memil ik i  nomor  i n d u k  kependudukan, Pemerintah Desa
menerbitkan surat keterangan domisili. CaIon penerima manfaat
BLT Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian
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difasilitasi Pemer in tah  D e s a  u n t u k  mendapatkan l a y a n a n
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk

melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan
masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi
data calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.

2) berdasarkan hasi l  musyawarah tersebut, daf tar  calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
a) n a m a  dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
b) r inc ian  calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis

kelompok pekerjaan;
c) j u m l a h  calon keluarga penerima manfaat; dan
d) kategori  keluarga penerima manfaat BLT Desa des i l  1  (satu)

sampai d e n g a n  4  (empa t )  d a t a  pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil
Musyawarah Desa).

4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
1) j i k a  terdapat perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa

karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga
penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga
penerima manfaat yang barn dengan memperhatikan kriteria yang
telah ditentukan;

2) Pemerintah Desa  memfasilitasi badan  permusyawaratan Desa
menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk  menetapkan
daftar keluarga penerima manfaat yang baru;

3) da lam ha l  t idak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat
karena sudah t idak  ada lagi keluarga yang memenuhi kr i ter ia
keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa
khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil
Musyawarah Desa khusus;

4) da f ta r  keluarga penerima manfaat yang barn ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa; dan

5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan a tas  penetapan
keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupat i  melalui
camat.

3. Mekanisme Pembayaran BLT Desa
Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat di lakukan
dengan metode nontunai  d a n  dibayarkan sesuai dengan peraturan
pemndang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran BLT Desa

4. Monitor ing dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT Desa dilaksanakan oleh:
a. badan  permusyawaratan Desa;
b. camat;  dan
c. inspektorat  kabupaten.
Monitoring dapat  di lakukan pada t r iwulan pertama, t r iwu lan kedua,
triwulan ketiga dan triwulan keempat.
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B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap
perubahan iklim
1. Tu juan  penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim
dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;

b. membangrun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi
dalam menghadapi r is iko perubahan i k l im  melalui pelatihan d a n
penerapan teknologi ramah lingkungan;

c. meningkatkan ketahanan l ingkungan D e s a  me la lu i  pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan;

d. mengrurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau,
teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;

e. memperkuat  kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan

f. mendorong penerapan teknologi ramah  l ingkungan d a n  prak t ik -
praktik pertanian yang berkelanjutan.

2. Komponen penguatan Desa yang  adapt i f  terhadap perubahan ik l im
meliputi:
a. adaptasi  dampak perubahan iklim;
b. mit igasi  perubahan iklim; dan
c. pengembangan Desa ramah lingkungan.

3. Adaptasi Dampak Perubahan Ildim, meliputi:
a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:

1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan a i r  h u j a n  u n t u k
meningkatkan cadangan air permukaan/ tanah;

2) pembuatan i n f r as tmk tu r  bangunan  u n t u k  mel indungi  d a n
konservasi mata air/ sumber air bersih skala Desa;

3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa

dan/atau d i  lereng dengan s t m k t u r  be ton  penahan longsor
(plengsengan);

5) pembuatan hutan bambu;
6) pemellharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
7) pembuatan terasering;
8) pembangunan talud;
9) pelat ihan tentang pengendalian kekeringan, banj i r  dan longsor;

dan/atau
10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan

(sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
b. pengendalian penyakit terkait dampak perubahan iklim, seperti:

1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air  yang dapat
memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau

2) pengadaan/ pemeliharaan pe ra la tan /  sarana u n t u k  mencegah
terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

c. kegiatan adaptasi dampak perubahan ik l im lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Mit igasi  Perubahan Iklim, meliputi:
a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;

1) pengadaan a l a t  angku t  sampah sepert i  gerobak pengangkut
sampah;

2) pembangunan/pemeliharaan t e m p a t  p e m b u a n g a n  s a m p a h
sementara;

3) pengadaan a l a t  u n t u k  pemanfaatan sampah/ l imbah (misa l :
pembuatan pupuk organik, mesin cacah);

4) penyediaan tempat sampah terpilah;
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Demildan Pera tu ran  B u p a t i  Grobogan ten tang  P e t u n j u k  Te k n i s  a t a s  F o k u s
Pengsrunaan Dana Desa Tahun 2025 in i  d ibuat  u n t u k  dapat dipedomani dalam
pelaksanaannya.

BUPATI GROBOGAN,

Cap T T D

SETYO HADI
SRI SUMARNI

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
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